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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/PMK.02/2011

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG KEGIATANNYA

DILAKSANAKAN OLEH PT ASKES (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program
asuransi kesehatan yang dilaksanakan oleh PT Askes
(Persero), perlu dialokasikan dana untuk pembayaran
iuran asuransi kesehatan, tunjangan pemeliharaan
kesehatan veteran non tujangan veteran, program
jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat
Tertentu, program jaminan pemeliharaan kesehatan
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah
Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung serta
bantuan pelayanan katastrofi dan alat kesehatan canggih
melalui APBN;

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan
mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan,
dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya
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dilaksanakan oleh PT Askes (Persero), perlu mengatur
kembali tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan,
dan pertanggungjawaban dana APBN yang kegiatannya
dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) yang sebelumnya
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
05/PMK.02/2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan,
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes
(Persero);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Ptps Tahun 1964 tentang
Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2636);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 17 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2826);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5167);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta
Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3456);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan
Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4294);

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010;

12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat
Tertentu;
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13. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010 tentang
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim
Agung Mahkamah Agung;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008
tentang Tatacara Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada
Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN YANG
KEGIATANNYA DILAKSANAKAN OLEH PT ASKES
(PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)
adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk
membayar Iuran Asuransi Kesehatan, Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan
Veteran Non Tunjangan Veteran, Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu, Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,
Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung serta
Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.

2. Iuran Asuransi Kesehatan adalah kontribusi dana yang diberikan oleh
pemerintah setiap bulan untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun termasuk Menteri dan Pejabat
Tertentu, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
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Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi
Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah
Agung.

3. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran, yang
selanjutnya disebut Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non
Tuvet, adalah iuran yang dibayar pemerintah kepada badan penyelenggara
untuk pemeliharaan kesehatan veteran beserta keluarganya yang belum
memperoleh tunjangan veteran, termasuk didalamnya janda/duda/anak
yatim piatu dari Veteran Non Tuvet.

4. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih adalah
kontribusi dana yang diberikan pemerintah setiap tahun untuk
penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun dan Veteran beserta keluarganya yang belum memperoleh
Tunjangan Veteran, termasuk didalamnya janda/duda/ anak yatim piatu
dari Veteran Non Tuvet.

5. PT Askes (Persero) adalah badan penyelenggara yang melaksanakan
kegiatan penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,
Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya,
Menteri dan Pejabat Tertentu, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim
Agung Mahkamah Agung.

6. Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri
Sipil, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

7. Veteran adalah Veteran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia.

8. Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Ptps Tahun 1964 tentang
Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan.

9. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan fasilitas pelayanan
paling tinggi selama melaksanakan tugasnya.

10. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan
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